WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 2/ TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 52 TAHUN 2022 TENTANG TIM TERPADU PENGAWASAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

Menimbang

Mengingat

WALI KOTA BANJARMASIN,

a. bahwa dengan adanya kesalahan penulisan lampiran

118

dan perubahan nomenklatur pada Bidang Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin sesuai
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2019
tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan
Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik,
sehingga Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 52
Tahun 2022 Tentang Tim Terpadu Pengawasan
Organisasi Kemasyarakatan Kota Banjarmasin Tahun
2022, perlu dilakukan penyesuaian ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Wali Kota  tentang  Perubahan Atas
Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 52 Tahun
2022 Tentang Tim Terpadu Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan Kota Banjarmasin Tahun 2022 ;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah  Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 59) sebagai Undang — undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820) ;



Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886) ;

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) ;

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400) ;

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5430) ;

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757) ;

Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah dengan Undang - undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang
penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -
undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang - Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6139) ;

Undang - undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3373) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 ahun 2013
tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang
Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh Warga
Negara Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5959);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Laporan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017
tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1051) ;



Menetapkan
KESATU

17.
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19.

20.

21.

22.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781) ;

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 63) ;

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 66) ;

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah
Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 101 Tahun
2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah
Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 101);

Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2022
tentang Besaran Honorarium Tim/Forum pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin Tahun
Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Merubah Lampiran Keputusan Wali Kota Banjarmasin
Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tim Terpadu Pengawasan
Organisasi Kemasyarakatan Kota Banjarmasin Tahun 2022
dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Wali Kota ini.



KEDUA

KETIGA

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali
Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 28 Februari
2022.

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1/ lei 0o

WALI KOTA BANJARMASIN,

%

IBNU SINA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR -/- TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
BANJARMASIN NOMOR 52 TAHUN 2022
TENTANG TIM TERPADU PENGAWASAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2022

TIM TERPADU

PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

JABATAN DALAM BESARAN
NO. NAMA JABATAN TIM HONORARIUM
1. | Wali Kota Kota Banjarmasin Penanggung Jawab | Rp. 750.000,-
5 | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Ketis i
" | Politik Kota Banjarmasin
Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya, Agama dan
3. | Organisasi Kemasyarakatan Badan Sekretaris -
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Banjarmasin
Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan
4. | Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Anggota -
Banjarmasin
5. | Unsur Kodim 1007 Banjarmasin Anggota Rp. 500.000,-
6. | Unsur Polresta Banjarmasin Anggota Rp. 500.000,-
7. | Unsur Kejaksanaan Negeri Anggota Rp. 500.000,-
8. | Unsur BIN Anggota Rp. 500.000,-
Unsur Kementrian Hukum dan HAM
9. Perwakilan Kal-Sel Anggota Rp. 500.000,-
10. | Unsur Kementerian Agama Anggota Rp. 500.000,-
11. | Pengolah Data Anggota -
12. | Pengadministrasi Anggota =

WALI KOTA BANJARMASIN,

\_4.,

IBNU SINA



